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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kearsipan merupakan bagian pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi 

tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan agar kantor dapat memberikan 

pelayanan yang efektif, Kearsipan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi 

karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Tanpa 

arsip tidak mungkin seorang petugas arsip dapat mengingat semua catatan dan 

dokumen secara lengkap. Oleh karena itu suatu kantor dalam mengelola kearsipannya 

harus memperhatikan sistem kearsipan yang sesuai dengan keadaan organisasinya 

dalam mencapai tujuannya. 

Fungsi arsip sebagai ingatan, pusat informasi dan sumber sejarah yang perlu 

dikelola dengan baik agar dapat mamperlancar seluruh kegiatan dan proses pekerjaan 

kantor yang berhasil guna dan berdaya guna. Dalam hal ini unit kearsipan di kantor 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya harus senantiasa siap untuk 

memberikan pelayanan informasi yang akurat dalam memecahkan masalah 

administrasi pada umumnya dan dalam manajemen kearsipan pada khususnya. Sistem 

pengelolaan kearsipan pada suatu kantor kemungkinan dipengaruhi pula oleh pegawai 

yang bekerja pada unit kearsipan, sarana atau fasilitas yang dipergunakan dalam 

membantu pengelolaan arsip dan dana yang tersedia untuk pemeliharaan arsip 

tersebut. 

Pegawai yang bekerja pada unit kearsipan bukan hanya ditunjang oleh faktor 

kemauan terhadap pekerjaannya, melainkan juga harus dibekali keterampilan khusus 
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mengenai bidang kearsipan. Pegawai yang terlatih baik dan mempunyai ilmu 

pengetahauan sangat dibutuhkan dalam suatu unit pengelolaan kearsipan. Disamping 

itu tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan harus dijalankan dengan 

sebaik-baiknya, namun pada kenyatannya sebagian pegawai masih enggan untuk 

menerima tugas-tugas kearsipan karena mereka memandang bahwa unit kearsipan 

pada setiap kantor adalah tempat yang membosankan. Adanya pandangan yang seperti 

ini menunjukkan bahwa pegawai kurang menyadari akan pentingnya pengelolaan 

arsip dalam suatu kantor dalam menunjang efektifitas suatu pekerjaan. Sebagai faktor 

penentu dalam pengelolaan kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna dapat 

tercapai dengan baik dan juga harus diakui bahwa sampai saat ini masih ada organisasi 

atau kantor yang belum manunjukkan pengembangan di bidang kearsipan sehingga 

proses kegiatan administrasinya kurang begitu lancar dan parahnya, ini tidak dijadikan 

sebagai hal yang penting untuk dibenahi. 

Pada kenyataannya masih banyak arsip yang dinilai penting namun kondisi 

fisik arsip tersebut rusak, sehingga untuk menggunakannya perlu berhati-hati dan 

mempersulit pemakaian arsip tersebut. Oleh karena itu, arsip perlu dilestarikan 

dengan alih media maupun duplikasi dengan media elektronik untuk menjaga 

kelestariannya. Keperluan akan pengelolaan kearsipan yang baik dan benar sangat 

diharapkan oleh organisasi dalam menunjang efektivitas kerja dan kelancaran 

administrasi perkantoran. Pengelolaan arsip akan di rasakan bermanfaat oleh 

organisasi untuk menjadi bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan 

strategis perusahaan atau instansi dengan memperhatikan data-data yang tersimpan. 

Admnistrasi kearsipan memegang peranan penting dalam suatu organisasi, 

manajemen dan administrasi. Arsip merupakan suatu ingatan dalam setip kegiatan, 
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tanpa arsip tidak mungkin seseorang mengingat segala dokumen catatan yang begitu 

kompleks. Oleh sebab itu, pengelolaan kearsipan selalu dikaitkan dengan surat, wakat, 

record, dan dokumen lainnya. 

Demi kelancaran administrasi di pemerintahan atau swasta, diperlukan 

administrasi kearsipan yang menyeluruh dan teratur. Kearsipan yang teratur adalah 

sebagai alat informasi dan referensi yang dapat membantu lembaga pemerintah dan 

swasta dalam melancarkan kegiatan. Setiap instansi pemerintah ataupun swasta 

mempunyai sistem kearsipan tersendiri baik itu azas sentralisasi, azas desentralisasi, 

maupun azas campuran, akan tetapi banyak kantor-kantor yang menggunakan sistem 

kearsipan desentralisasi yang artinya setiap bagian dalam instansi pemerintah ataupun 

swasta memiliki arsip sendiri. Misalnya bagian kepegawaian, penyimpanan arsipnya 

khusus untuk bagian kepegawaian. Begitu juga di bagian-bagian lain, hal ini 

dikarenakan apabila pimpinan membutuhkan suatu arsip, misalnya yang berhubungan 

dengan kepegawaian maka akan mudah dan cepat untuk menemukannya atau lebih 

efektif dan efisien. namun ada juga instansi pemerintah atau swasta yang 

menggunakan sistem kearsipan sentralisasi, artinya perusahaan, instansi, atau kantor 

memusatkan seluruh arsipnya pada satu bagian dan pengelolaannya di pegang oleh 

orang yang ahli di bidangnya. 

Pemeliharaan arsip merupakan suatu kegiatan untuk melindungi, merawat, 

melestarikan, mengawasi, dan mengambil langkah agar arsip tetap terjamin 

keselamatannya baik secara fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya. 

Dengan terjaminnya kondisi fisik arsip di lingkungan, penyimpanan arsip berarti 

menjamin kelestarian dan keselamatan arsip baik dari kerusakan, pemusnahan, 

maupun kebocoran terhadap informasinya. Oleh sebab itu, ruangan dan fasilitas arsip 
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harus dijaga kebersihannya, serta diadakan tata tertib bagi seluruh petugas yang 

menangani arsip supaya ruangan arsip tetap bersih bebas dari segala gangguan melalui 

pemeliharaan dan perawatan yang sesuai dengan keadaan ruangan dan fisik arsip itu 

sendiri. Setiap kantor pasti memerlukan suatu unit yang mengelola segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kegiatan administrasi, kegiatan administrasi pada suatu 

kantor pada dasarnya juga mempunyai suatu hasil seperti unit-unit lainnya. Hasil atau 

produk dari suatu kantor adalah surat, formulir dan laporan. Pengelolaan surat, 

formulir dan laporan yang dihasilkan dan diterima oleh suatu kantor pada akhirnya 

akan berhubungan dengan kearsipan. 

Sistem Pengelolaan Kearsipan di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Surabaya, dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan 

berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas maupun arsip yang 

terkumpul dan disimpan karena masih mempunyai nilai guna. Sehingga perlu 

penyimpanan secara sistematis sehingga apabila dibutuhkan dapat diketemukan 

dengan mudah dan cepat. 

 Arsip sangat berperan penting dalam perjalanan kehidupan suatu kantor oleh 

karena itu untuk menjaga daur hidup arsip dari mulai tahap penciptaan, penggunaan, 

pemeliharaan dan pemindahan serta pemusnahannya, diperlukan sistem yang baik dan 

proses benar benar. Disini arsip merupakan suatu rekaman dari suatu kegiatan dan 

catatan suatu informasi tentang suatu hal. Arsip yang ada pada kantor Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bahan resmi dari suatu perencanaan, 

pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga berfungsi 

menyediakan bahan bukti untuk pertanggung jawaban kegiatan organisasi yang 
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bersangkutan. Dengan demikian arsip diperlukan untuk keperluan pengambilan 

keputusan atau kebijaksanaan baru oleh pimpinan instansi atau perusahaan yang 

memerlukan data kearsipan (Boedi Martono, 1992 : 21). 

Kearsipan memegang peranan bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu 

sebagai sumber informasi, dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi (Ig. Wursanto, 

1989 : 12). Demikian pentingnya arsip, oleh karena itu perlu dilakukan dengan 

prosedur yang baik dan benar didalam pengelolaan arsip, untuk menjaga daur hidup 

arsip itu sendiri mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan 

pemidahan serta pemusnahannya. didalam pekerjaan menyimpan arsip tidak hanya 

menyimpan saja, tetapi menyangkut penempatan dan penemuan kembali. 

Penyimpanan arsip dikatakan baik apabila pada waktu diperlukan dapat diketemukan 

dengan mudah, cepat dan tepat. Mengingat arti pentingnya, pemerintah menaruh 

perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal itu terbukti dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan yang mejelaskan: 

a) Bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip  sebagai 

identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan 

pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara; 

b) Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, 

menjamin  pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, 

serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan 

yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana 

dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal;  

c) Bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya 

penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, 

serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di 

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 
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organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan  harus 

dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang 

komprehensif dan terpadu; 

d) Bahwa ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu 

undang-undang tersendiri; 

e) Bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini pada dasarnya belum 

bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas 

dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas 

dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara 

negara;  

f) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kearsipan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh 

perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi;  

g) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

sampai dengan huruf f perlu membentuk Undang-Undang Republik Indonesia 

tentang Kearsipan. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen yang berkaitan 

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para 

pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, 

kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan 

flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52). Setiap perusahaan bagaimanapun 

bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas 

dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan.  

Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan di atas, pengelolaan arsip harus 

dilakukan secara terprogram dan terpadu diseluruh unit pengelolaan yang dituangkan 

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan kearsipan. Standar 

Operasional Prosedur (SOP) diperlukan sebagai pedoman kerja bagi seluruh unit 
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kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya untuk 

mewujudkan baik atau tidaknya sistem pengelolaan kearsipan mulai dari 

pemeliharaan sampai pemusnahan. 

Melihat kondisi dokumen-dokumen di Kantor Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Surabaya yang jumlahnya cukup banyak maupun kondisi dokumen 

yang terkadang tidak baik karena mungkin usianya sudah lebih dari 10 tahun, bahkan 

ada yang sudah rusak dimakan rayap, maka akan ditemukan kesulitan dalam 

mengelola arsip-arsip tersebut. Kesulitan tersebut muncul dari segi fasilitas tempat 

penyimpanan maupun kondisi arsip-arsip yang sudah rapuh, rak-rak yang tersedia pun 

penuh dan ada beberapa dokumen yg tergeletak karena tidak mendapat tempat, serta 

untuk penyusunannya tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

sehingga menyulitkan untuk mencari dokumen saat diperlukan. Hal ini menjadi 

perhatian penulis untuk lebih mengfokuskan sistem pengelolaan kearsipan agar tidak 

terjadi kerusakan-kerusakan arsip yang serupa dikemudian hari nanti. 

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan dapat 

dicapai pemahaman dan pelaksanaan sistem pengelolaan kearsipan diseluruh unit 

pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Standar Operasional 

Prosedur (SOP) ini disusun sebagai pedoman pengelolaan kearsipan yang efisien dan 

efektif. Keberhasilan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat 

terwujud jika didukung oleh sumber daya manusia yang handal, kompeten, terampil 

dan terlatih dalam bidang kearsipan, serta dukungan kebijakan staff  Kantor Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut tujuan penulis tugas akhir ini 

adalah untuk mengetahui gambaran secara umum tentang pengelolaan kearsipan. 
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Maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Sistem Pengelolaan 

Kearsipan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

“Bagaimana Sistem Pengelolaan kearsipan di kantor Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Surabaya?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Memperhatikan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pengelolaan Kearsipan di Kantor Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan landasan 

teoritis tentang permasalahan dalam sistem kearsipan terutama yang mengkaji dan 

meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 

Sedangkan kegunaan terapan adalah untuk penyelesaian masalah yang ada 

dilapangan, melalui penelitian ini diharapkan masalah yang dihadapi dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan tentang kearsipan 

dilingkungan atau penelitian diobjek lainnya. 

1.5 Sistematika Pembahasan   

Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab ini merupakan bab yang mengawali tentang judul skripsi yang 

diangkat oleh penulis dari latar belakang masalah, yang mengulas mengenai mengapa 

objek penelitian penting untuk dikaji. Selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang 

membatasi ruang lingkup objek yang dikaji. Dalam pendahuluan tercakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA (Kerangka Teori) 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan, pada bab 

ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan 

mengkaji hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti  sebagai 

penguat. Dalam kajian pustaka tercakup hasil penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka dasar pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada  bab ini diuraikan mengenai salah satu unsur atau komponen dalam 

melakukan penelitian, yakni langkah-langkah penelitian secara operasional dan data 

yang digunakan. Bab ini menjelaskan tentang metode yang dipakai dalam penelitian 

ini dengan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, informan 

(narasumber), teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. 

BAB IV DISKRIPSI OBYEK, PENYAJIAN DATA, DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum diskripsi obyek penelitian, 

penyajian data, pembahasan. Dalam bab  ini memuat hasil-hasil kajian objek masalah 

penelitian. hasil penelitian peneliti dibahas dari berbagai aspek. Hasil penelitian 

diperoleh setelah penulis melakukan wawancara dan observasi  dari data-data dan 

sumber yang telah dikumpulkan. 


